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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak saja memberikan

kontribusi positif tetapi juga memberikan ekses negatif berupa perbuatan melawan

hukum. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang

perdagangan seperti e-commerce sangat rentan laman atau home page pelaku

usaha disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak oleh pihak

yang tidak bertanggungjawab. Apalagi terjadi demikian, maka pada akhirnya

konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku e-commerce tersebut

mengalami kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang berkenaan

dengan keamanan dalam bertransaksi elektronik.

UU ITE memberikan ketentuan tentang keamanan dalam bertransaksi

elektronik. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 10 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan

bahwa “pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat

disertifikasi oleh LSK”. Lebih lanjut sertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat

keandalan bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dengan demikian kata “dapat” dalam pasal tersebut menimbulkan problematika,
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dimana sertifikasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen tetapi di sisi lain

dinyatakan tidak imperatif.

Padahal sertifikasi keandalan adalah suatu cara atau prosedur yang sangat

teknis menggunakan berbagai standar atau perangkat yang berteknologi canggih

dimana hal tesebut dibuat atau didesain para pakarnya (LSK atau Perusahaan

Sertifikasi) untuk memberikan keamanan serta keandalan sistem suatu website

klien (pelaku usaha). Dengan kata lain sertifikasi ini tidak saja melindungi

konsumen melainkan juga melindungi bisnis pelaku usaha.

Berdasarkan pengaturan dalam UU ITE, fungsi dan peranan sertifikasi

keandalan memang memiliki tujuan perlindungan konsumen. Tetapi fungsi dan

peranan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE belum mewujudkan

perlindungan konsumen berdasarkan UU PK. Hal ini tidak lain dikarenakan

rumusan Pasal 10 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa “pelaku usaha dapat

disertifikasi”. Penggunaan kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan UU PK diantaranya tentang asas kesimbangan, asas keamanan, dan hak

konsumen atas keamanan. Dengan demikian, seharusnya sertifikat keandalan

dijadikan sarana efektif untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan

UU PK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah rumusan Pasal 10 Angka

1 UU PK.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU ITE

menyatakan bahwa pelaku usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan

transaksi elektronik wajib disertifikasi oleh LSK sesuai modus transaksinya.
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Dengan demikian fungsi dan peranan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE

dapat mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK.

5.2 Saran

Dari pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran terhadap

permasalahan tersebut yakni :

1. Lembaga sertifikat keandalan dalam Pasal 1 Angka 11 UU ITE ditulis

menggunakan huruf kapital (Lembaga Sertifikasi Keandalan), dimana

penulisan tersebut justru merujuk pada satu lembaga atau memberikan

pemahaman bahwa lembaga tersebut hanya satu. Padahal dalam pembahasan

RUU ITE, Depkominfo memberikan gambaran bahwa lembaga sertifikat

keandalan ini tidak merujuk pada satu lembaga saja. Oleh sebab itu agar tidak

terjadi inkonsistensi antara penulisan dan makna dari lembaga sertifikat

keandalan itu sendiri maka seharusnya penulisan lembaga sertifikat keandalan

pada peraturan perundang-undangan (maksudnya UU ITE dan peraturan

turunannya) ditulis menggunakan huruf kecil (lembaga sertifikat keandalan).

2. Sertifikasi keandalan harus dijadikan sebagai sarana efektif perlindungan

konsumen. Oleh sebab itu pengaturan tentang sertifikasi kandalan harus dibuat

tepat agar ketentuan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE tidak hanya

memiliki tujuan perlindungan konsumen saja tetapi dapat mewujudkan

perlindungan konsumen berdasarkan UU PK. Menurut pendapat penulis pelaku

usaha berbadan hukum wajib disertifikasi oleh LSK namun sertifikasi itu harus
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disesuaikan dengan modus penyelenggaraan transaksi elektronik lingkup privat

yang bersangkutan sehingga kategori pengamanan tidak semuanya harus

dilakukan. Untuk bisnis e-commerce semacam classfield dengan sistem COD

yang menyebabkan hubungan pelaku usaha dengan konsumen menjadi terbatas

sehingga pelaku usaha ini tidak perlu memenuhi semua kategori pengamanan.

Sementara bagi bisnis e-commerce seperti e-marketplace yang menggunakan

sistem escrow yang rentan menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggungjawab

(hacker) seharusnya memenuhi semua kategori pengamanan. Di samping itu,

adapun bisnis e-commerce dengan website gratis seharusnya tidak melakukan

sertifikasi sebab menurut penulis justru akan memberatkan keungan pelaku

usaha. Pelaku usaha semacam ini seyogyanya melakukan pendaftaran

penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Dengan demikian Pasal 10 ayat 1

UU ITE harus diubah dengan rumusan baru yaitu “pelaku usaha berbadan

hukum wajib disertifikasi oleh LSK sesuai dengan modus transaksi elektronik

yang digunakannya”. Kemudian pasal tersebut dapat ditambahkan satu ayat

berikutnya yaitu “pelaku usaha yang tidak berbadan hukum wajib melakukan

pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dan dapat disertifikasi oleh LSK”.

3. Mengenai kategori sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh LSK mengenai

pengamanan terhadap kerawanan yang mengacu pada standar pengamanan

sistem elektronik tertentu berdasarkan kententuan perundang-undangan, (PM

Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen

Keamanan Informasi), seharusnya tidak hanya berlaku bagi pelayanan publik

saja tetapi juga bagi privat.
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4. Pemerintah yang concern baik di bidang ITE dan perlindungan konsumen

seharusnya saling berkoordinasi satu sama lain untuk menerapkan peraturan

perundang-undangan yang tepat sehingga tidak ada hambatan bagi kepentingan

pelaku usaha untuk terus berkembang dan kepentingan konsumen untuk

terhindar dari ekses negatif. Sehingga praktek bisnis e-commerce dapat

berjalan kondusif. Pemerintah juga harus mendorong kesadaran konsumen atas

perlindungan konsumen dan mendorong pelaku usaha memiliki pemahaman

bahwa praktek bisnis saat ini tidak hanya menitikberatkan pada untung dan

rugi saja namun ada aspek kepercayaan konsumen yang dapat mendorong

bisnis pelaku usaha semakin berkembang.
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